
WARTA PERUNDANG-UNDANGAN U-1 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 258/MENKES/PER/111/1992 
TENTANG 

PERSYARATAN KESEHATAN PENGELOLAA.lli PESTISIDA 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Mcnimbang 

Mengingat 

: a. bahwa dengan tersedianya pestisida yang san­
gat diperlukan dalam pemberantasan hama 
pcnyakit, sangat bermanfaat dalam rangka 
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat 
yang optimal; 

b. bahwa penggunaan pestisida untuk pem­
berantasan hama penyakit tersebut pada 
dewasa ini semakin meningkat, oleh karena 
itu perlu upaya untuk melindungi masyarakat 
dari gangguan kesehatan sebagai akibat pen­
gelolaan pcsti<;ida yang tidak memcnuhi per­
syaratan kesehatan; 

c. bahwa sehubungan derigan huruf a dan b 
tcrscbut di atas perlu ditetapkan. Peraturan 
Menteri Kcsehatan Republik Indonesia ten­
tang Persyaratan Kesehatan Dalam Pen­
gelolaan Pestisida; 

1. Ordonansi Bahan Bt- rhhaya (Staat..,blad 
1949 Nomor Jn); 

2. Undang-undang Nomo:r 9 'Thhun 1960 tentang 
Pokok-pokok Kesehatan {Lembaran Negara 
Tabun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 2068); 

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1962 ten­
tang Hygiene Untuk Usaha- usaha Bagi 
Umum (Lembaran Negara Tahun 1962 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2475); 
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Menctapkan 

4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1966 tentang 
' Hygiene (Lembaran Negara Tahun 1966 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 2804); 

5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang 
Ketentuan-ketentuan Polmk Pengelolaan 
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 
1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3215); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 
tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyim­
panan dan Penggunaan Pestisida (Lembaran 
Negara Tahun 1973 Nomor 12); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 
tentang Penyerahan Sebagian Urusan 
Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 
1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3347); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTERI KESEHATAN 
REPUBLIK INDONESIA TENTANG PER­
SYARATAN KESEHATAi~ PENGEWLAAN 
PESTISIDA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Persyaratan kesehatan adalah ketentuan-ketentuan yang bersifat 
teknis kesehatan yang harus dipenuhi untuk tujuan melindungi, 
memelihara dan atau mempertinggi derajat kesehatan; 
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2. Pestisida adalah semua zat kimia dan bahan lain serta jasad renik 
dan virus yang dipergunakan untulc : 

Memberantas atau mencegah hama-hama dan penyakit­
penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, 
atau hasil-hasil pcrtanian; 
Memberantas rerumputan; 
Mematikan daun dan mencegah pcrtumbuhan yang tidak 
diinginkan; 
Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau 
bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; 
Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada hewan­
hewan piaraan dan tcrnak; 
Memberantas atau menccgah hama-hama air; 
Memberantas atau mencegah binatang-binatang dan jasad­
jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat­
alat pengangkutan; 
Memberantas atau mencegah binatang-binatang termasuk 
serangga yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia 
atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan 
pada tanaman, tanah atau air. 

3. Pestisida hygiene lingkungan adalah pestisida yang digunakan 
untuk pemberantasan vektor penyakit menular (serangga, tikus) 
atau untuk pengendalian hama di rumah-rumah, pekarangan, 
tempat kerja, tempat umum lain, termasuk sarana angkutan dan 
tempat penyimpanan/pergudangan. 

4. Perusahaan PembCrantasan Hama ialah Perusahaan yang sah 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan 
menggunakan pestisida lingkungan. 

5. Pestisida terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan 
kimia) dan atau karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya 
bagi kehidupan manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya 
diizinkan untuk diedarkan, disimpan dan digunakan secara ter­
batas. 
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6. Pengelolaan pestisida adalah kegiatan yang meliputi pembuatan, 
pengangkutan, penyimpanan, peredaran, pengolahan 
penggunaan dan "pe111usnahan pestisida. 

7. Tempat pengelolaan pestisida adalah tempat kerja dimana 
dilakukan sebagian atau semua pengelolaan pestisida. 

8. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan 
Propinsi. 

9. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung 
jawab dalam penyehatan lingkungan pemukiman. 

BAB II 
KLASIFIKASI DAN PENANDAAN 

Pasal 2 

(1) Pestisida dapat diklasifikasikan berdasarkan bentulc fJSik, jalan 
masuk ke dalam tubuh dan daya racunnya, menjadi 4 (empat) 
kelas yaitu : 

Kelas Ia : Pestisida yang sangat berbahaya sekali 
Kelas lb : Pestisida yang sangat berbahaya 
Kelas II : Pestisida yang berbahaya 
Kelas ill : Pestisida yang cukup berbahaya 

(2) Pestisida yang dimaksud dalam klasifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) wajib di'berikan tanda peringatan bahaya dengan 
warna dasar tertentu yang melekat dalam label kemasannya. 

(3) Ketentuan tentang klasifikasi dan warna penandaan pestisida 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tercantum dalam 
lampiran I dan II Keputusan ini. 
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BAB III 
TENAGA DAN PERl.ENGKAPAN PENGEWLA 

Pasal 3 

(1) Sctiap tempat pengclolaan pestisida wajib mcmpunyai seorang 
tcnaga pen:mggungjawab tchnis disamping tenaga penjamah pcs­
tisida. 

(2)Penanggungjawab tehnis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
harus memiliki kemampuan khusus dalam mcngelola pestisida 
dan memenuhi persyaratan kesehatan. 

Pasal 4 

(1) Tenaga penjamah pestisida harus berbadan sehat dan dalam 
melaksanalcao tugasnya wajib menggunakan perlengkapan pelin­
duog yang memcnuhi syarat kesehatan. 

(2)Jenis perleogkapan pelindung bagi penjamah pcstisida dis­
esuaikan dengan jcnis lclasifikasi pestisida dan atau jenis peker­
jaannya. 

Pasal 5 

Ketentuan persyaratan kesehatan bagi tcnaga tchnis dan tenaga 
penjamah pestisida serta jenis perlengh annya sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapblii oleh Direktur Jenderal. 

BAB IV 
PEMBUATAN, PENYl.MPANAN, PENYAJIAN 

DAN PENGANGl\."UTAN 

Pasal 6 

(1) Tempat Pembuatan dan Penyimpanan pestisida harus memenuhi 
persyaratan kesehatan; 
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(2) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
mengenai lokasi, bangunan, konstruksi, f asilitas sanitasi dan tata 
ru.etak serta sarana lain yang diperlukan untuk pengamanan­
nya. 

(3) Pestisida yang disajikan dalam ruang penjualan atau dalam pen­
gangkutan harus memenuhi persyaratan kesehatan untuk men­
ghindar kan gangguan kesehatan dan atau pencemaran 
lingkungan. 

( 4) Ketentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (2) dan (3) ditctapkan oleh Direktur Jenderal. 

BAB V 
PEN I LA IAN 

Pasal 7 

(1) Setiap pestisida hygiene lingl.-ungan yang akan dieda.rkan untuk 
pemberantasan hama wajib dilakukan penilaian. 

(2) Ketentuan tentang penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

BAB VI 
PERIZINAN 

Pasal 8 

(1) Setiap perusahaan pemberantasan hama harus memiliki izin 
operasional. 

(2) Ketentuan pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

Pasal 9 

(1) Peredaran, penYimpanan dan penggunaan pestisida terbatas ter­
lebih dahulu harus mendapatkan izin khusus berdasarkan 
rekomendasi yang diberikan oleh Kakanwil. 
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(2) Keteotuao tehnis tentang persyaratan peredaran, peoyimpanan 
dan peogguoaan pestisida lerbatas sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) ditetapkan olch Direktur Jenderal. 

BAB VII 
PEMBINAAN 

Pasal 10 

(1) Gubemur KepaJa Daerah Tingkat I bertanggungjawab atas pem­
binaan umum penyelenggarakan pengelolaan pestisida. 

(2) Kakanwil bertanggung jawab at as pembinaan teknis 
penyclenggaraan pengelolaan pestisida. 

Pasal 11 

Pcmbinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
meliputi : 
a. Pcmeribaan dan pengawasan lerhadap jeois, mutu, dan jumlah 

pestisida, wadah pembungkus dan waroa penandaan label serta 
publikasi pcstisida; 

b. Pemcriksaan dan pengawasan tcrhadap bahan-bahan, alat-alat 
yang digunakan atau dil1asilkan dalam kegiatan pcngelolaan pes­
tisida; 

c. Pemeriksaan dan pengawasan bahan-bahan yang mengandung 
residu peslisida; 

d. Pcmeriksaan kesehatan tenaga pengelola pestisida; 
e. Pengawasan kegiatan pcmbuangan dan pemusnahan limbah pes­

tisida; 
f. Pengamanan penggunaan pestisida; 
g. Bimbingan pengelolaan pestisida melalui penyuluhan, pendidikan 

dan latihan; 
h. Pencatatan dan pelaporan tentang pembinaan pengelolaan pes­

tisida. 
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Pasal 12 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Kakanwil dalam 
melakukan pembinaan pengelolaan pestisida dapat mengikutser­
takan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang 
pengelolaan pestisida. 

BAB VIII 
SANKS I 

Pasal 13 
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini 

sehingga merugikan kesehatan masyarakat atau menimbulkan 
pencemaran dan kerusakan lingkungan dikenakan sanksi pidana 
sesuai dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentarig 
Ketentuan- ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dan 
Kitab Undang- undang Hukum Pidana. · 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalam 
Peraturan ini dapat dikenakan hukum administrasi yang pelak­
sanaannya dilakukan secara bertahap melalui teguran lisan, ter­
tulis sampai dengan pencabutan izin atau penutupan usaha. 

BAB IX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 
Semua pengelola pe5tisida yang telah melakukan kegiatannya 
sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan diri dengan 
Peraturan ini dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun. 

BAB X 
KETENnJAN P£NU11JP 

Pual 15 

Hal-hal yang bcrsifat tcknis yang bclum diatur dalam Peraturar. 
Mcntcri ini, ditctapbn olch Dircktur Jcndcral. 
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Pasal 16 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini de1:igan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di J a k a r t a 
Pada tanggal : 30 Maret 1992 

MENn:RI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 
Dr. ADHYATMA, .MPH 
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L .. mpiran' I 

PERATURAN HEN1'Efil KESEllATAN IU 

NOHOR 258/H~NKES/PEfi/III/1992 

TANG GAL .: 30 HARET 19 9 2 

KRITERIA KLASIF!f(AS! PESTISIDA B.ERDASARKAN llENTUK FISIK, 

JALAN HASUI( KE DALAH Tl'BUH DAN DAYA RACUNNYA 

LDSO untuk tlkua (•SI kg) 

I . 
I 
I 
I 

KLASIFIKASI --------------------~----------------------: 
I 

i! ------~-~-:-~--------:------~~~~:~ __________ ! 
I ' 
I : . PADAT CAIR PADAT CAIR 

: i ;~~~-;~~~~;-;;~;~~~;~.--•-;-----I ---;:o-----;---10----- ---40------
: SC:KALI ! ! 
f . t t 
I I I 

: b. SANGAT B£RBAHAYA! 5 - 50 20 - 200 ! 10 - 100 40 - 400 
I I I 
I I I 

. : II. BERBAHAYA : 50 - 500 200-2000 : 100. - 1000 400-4000 I 

p : : 
1000 4000 

I I I 
I I I 
I 
I l
!IIl. CUKUP BERDAHAYA 1 500 2000 ! 

·---------------------·----------·----------·----------·-----------·-

lJ' Ditetapkan di 

\ Parla tanggal 

J a k a r t o 

'30 Hantt l 992 
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Lampiran II 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI 

NOMOR : 258/MENKES/PER/111/1992 
TANGGAL : 30 MARET 1992 

\VARNA DASAR TANDA PERINGATAN BAHAYA YANG 
DICANnJMKAN PADA LABEL KEMASAN PESTISIDA 

I.a.SANGAT BERBAHA YA SEKALI 

Coklat tua 

I.b.SANGAT BERBAHA YA 

Merahtua 

11.BERBAHAYA 

Kuningtua 

m.CUKUP BERBAHA YA . 1 
~----~ 

Birumuda 

Ditetapkan di J a k a r t a 
Pada tangga! : 30 Maret 1992 

MENTERI KESEHATAN REPVBLIK INDONESIA, 

ttd. 
Dr. ADHYATMA, MPH 
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Menimbang 

Mengingat 

MENTER! KE~EHATAN 
REPUBLIK INDONESIA 

• 

t 

IOI I 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
\ 

NOMOR 258/MENKES/PER/III/1992 

TENT ANG . 
PERSYARATAN KESEHATAN PENGELOLAAN PESTISIDA 

MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 
: 

a. bahwa dengan tersediany~ pestisida yang sangat diper­

lukan dalam pemberantasan hama penyaki t, sang at 

bermanf aat dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat yang optimal; 

b. bahwa penggunaan pestisida untuk pemberantasan hama 

penyakit tersebut pada · dewasa ini semakin meningkat, 

oleh karena itu perlu . upaya untuk melind~ngi masya­

rakat dari gangguan kesehatan sebagai akibat pengelo­

laan pestisida yang tidak memenuhi persyaratan kese­

hatan; 

c. bahwa sehubungan derigah huruf a dan b tersebut di 

atas perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan 

Republik Indonesia tentang Persyaratan Kesehatan 

Dalarn Pengelo ~aan Pestisida; 

1. Ordonansi Bahan Berbahaya (Staatsblad 1949 Nomor 

377) j 

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun. 1960 tentang Pokok-pokok 

Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 2068}; 

3. Undang-undang Nomor :11 Tahun 1962 tentang Hygiene 
Untuk Usaha-usaha Bagi Umum ( Lembaran Negara Tahun 

1962 Nornor 48;, T~mbahan Lembaran Negara Nomor 2475); 
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• 
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 19'66 't.entang Hyg i.erie 

(Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 2, Tambahan Lem­

baran Negara Noilior 2804); · 
\ 

5. lJ(ldang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan 

-ketentuan Pokok Pengelol~an Lingkungan Hidup 

(Lembaran ; Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 3215); 

6. Peral.uran Pemerint.ah Nomor · 7 Tahun 1973 Lentang 

Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan 

Penggunaan 

Nomor 12); 

Pest:isida -......._ ( Lembaran Negara Tahun 1973 

7. Peral.uran Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Len tang 

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dal.am 

Bjdang , Keseha~an Kepada Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3347); 

M E M U T U S K A N ~ 

PERATURAN MENTER! ·KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PERSYARATAN KESEHATAN PENGELOI~AAN PESTISIDA. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal '1 

Dalam Pe~aturan Menteri ini yang dimaksud dengan 

1. Persyaratan kesehatan. adalah ketentuan-ketentuan 

yang bersifat teknis kesehatan yang harus dipenuhi 

.untuk tujuan elindungi, memelihara dan atau rnem­

perlinggi derajat kesehatan; 

2. Pest.isida adalah semua zat kimia dan bahan· lain 

SE! t•ta j a sad. reni k dan Vi TUS yang di pe rgu nakan 

unt.uk 
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- Memberantas a tau . mencegah hama-hama dan penya-

kit-penyakit yang merusak tanaman, bagian-

bagian tanaman, atau.hasil-hasil pertanian; 

Memb~r~ntas rerumputan; 

- Mematikari d~un dan mencegah pertumbuhan yang ti- , 

dak diinginkan; 

- Mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman 

atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; 

- Memberantas atau mencegah hama-hama luar pada 

hewan-hewan piaraan dan ternak; 

- Memberantas alau ~encegah hama-hama air; 

- Memberantas atau mencegah binatang-binatang . dan 

jasad-jasad renik dalam · rumah· tangga, bangunan 

dan dalam alat-alat pengangkutan; 

- Memberantas atau mencegah binatang-binatang ter­

masuk se~angga yan~~dapat menyebabkan penyakit 
"-~ , ;, 

pada rnanusia atau binatang yang perlu dilindungi 

dengan penggunaan pada tanaman, tanah . atau air. 

3. Pestisida hygiene lingkungan adalah pestisida yang 

digunakan untuk pemberantasan vektor penyakit 

menular (serangga, tikus} atau untuk pengendalian 

hama di rumah-rumah, pe~arangan, tempat . kerja, 

tempat umum lain, termasuk sarana angku~an dan 

ternpat penyimpanan/pergudangan. 

4. Perusahaan Pember~ntasan Hama ialah Perusahian 

yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang bergerak di bidang usaha 

pemberantasan hama dengan m~nggunakan pestisida 

1 i ~gkungan. · 
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5. Pestisida· terbatas adalah pestisida yang karena 
\ 

sifatnya ( fisik dan kimia) dan atau karena daya 

racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan 

manusia· · dan lingkungan, oleh karenanya hanya 
.. . i 

1 ; 

diizinkan untuk diedarkan, disimpan dan digunakan 
i . . . ' . 

secara terbatas. 

6. Pengelcilaan ~~ .s~isida adalah kegiatan yang 

· meliputi pembuatan, pengangkutan, penyimpanan; 

peredaran, pengolahan peµggunaan dan pemusnahan 

pestisida. -: 
i 

7. Tempat peng~lolaan pestisida adalah tempat kerja 

dimana dilakukan sebagian atau semua pengelolaan 

pestisida. · 

8. Kakanwil adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen 

Keseha.tan Propinsi. 

9. Direktur Jenderal adalah Oirekt~r Jenderai yang 

bertanggung jawab dalam penyehatan lingkungan 

pemukiman. 

BAB II 

KLASIFIKASI DAN PENANDAAN 

Pasal 2 

( 1) Pestisida dapa.t :diklasifikasikan berdasarkan 

bentuk fisik, j~lan masuk ke dalam tubuh dan daya 

racunnya, menjadi 4 {empat) kelas yaitu 

Ke las Ia Pestisida yang sang at ·berbahaya 

sek~li 

Ke las lb Pestisida yang sarigat berbahaya 

Ke las II 'Pestisida yang berbahaya 
' Ke las III Pestisida yang cukup berbahaya 

! 
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Pestisida yang dimaksud , dalam klasifikasi sebagai-
. \ . 

mana dimaksud dalam ayat (1) wajib diberikan tanda 

pe.ringatan bahaya dengan warna dasar tertentu 

yang melekat.dalam :labei kemasannya. 

( 3) Ketentuan tentang klasifikasi dan warna penandaan 

pestisida sebagaimana dimaksud dalam aya t (1) dan 

( 2) tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan 

ini. 

BAB III 

TENAGA DAN PERLENGKAPAN PENGELOLA 

Pasal 3 

( 1) Setiap tempat pengelolaan pestisida wajib mempu­

nyai seorang tenaga penanggung jawab tehnis 

disamping tenaga p~njamah pestisida. 

(2) Pe~anggung jawab tehnis sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) harus ~emiliki kemampuan khusu s dalam 

mengelola pestisida dan - m~menuhi persyaratan 

kesehatan. 

·-: 

Pasal 4 

( 1 ) Tenaga penjamah pestisida harus berbadan sehat dan • 
dalam melaks<fnaka.ri tugasnya waj ib menggunakan per-

, 

lengkapan pelindu~g yang memenuhi syarat kese-

hatan. 

(2) Jenis perlengkapan pelindung bagi penjamah 

pestisida disesuaikan dengan ·jenis klasifikasi 

pestisida dan atau jenis .pekerjaannya. 

I 

· Pasal 5 : 

Ketentuan persyaratan kesehatan bagi .tenaga tehnis dan 

t e naga penjamah pestisida serta jenis perlengkapannya 

s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 di tetapkan 

ol~h Direktur Jenderal.: 
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BAB IV ' 

PEMBUATAN, PENYIMPANAN, PENYAJIAN 

DAN PENGANGKUTAN 

Pasal 6 

( 1) Tempat Pembuata_n .· dan Penyimpanan pestisida harus 

memenuhi persyaratan kesehatan; 

(2) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam 

ayat (1) mengenai lokasi,. bangunan, kontruksi, fasi-
' 

litas sanitasi dan tata ruang/letak serta sarana lain 

yang diperlukan untuk pengamanannya. 

( 3) Pestisida yang disaj ikan dalam ruang penjualan a tau 

dalam pengangkutan harus memenuhi persyaratan kese- · 

hatan untuk menghindarkan gangguan kesehatan dan atau 

pencemaran lingkungan. 

(4) Ketentuan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ( 2) dan ( 3} · di tetapkan oleh Direktur 

Jenderal. 

BAB V 

P E N I L A I A N 

Pasal 7 

(1) Setiap pestisida hygiene lingkungan yang akan 

diedarkan untuk pemberantasan hama waj ib dilakuk a n 

penilaian. 

(2) Ketentuan tentang penilaian sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

BAB VI 

P E R I Z I N A N· 

Pasal 8 

(1) Setiap perusahaan pemberantasan hama harus memiliki 

izin operasional. 
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{2} Ketentuan pemberian izin operasional sebagaimana di­

. maksud dalam ayat (1) diietapka~ oleh Direktur 

Jenderal. 

Pasal 9 

(1) Peredaran, penyimpanan dan penggunaan pestisida ter­

batas terlebih dahulu harus mendapatkan izin khusus 

berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Kakanwil. 

( 2) Ketentuan tehnis tentang persyaratan peredaran, 

.Penyimpanan dan penggunaan pestisida terbatas 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh 

Direktur Jenderal. 

BAB VII 

PE MB I N .A ·A N 

Pasal 10 

( 1) Guberour Kepala Daerah Tingkat I bertanggung jawab 

atas pembinaan umum penyelenggaraan pengelolaan 

pestisida. 

(2) Kakanwil bertanggung jawab atas pembinaan teknis 

penyelenggaraan pengelolaan pestisida. 

Pasal 11 

Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 1 0 

ayat (2) meliputi 
..... 

a. Pemeriksaan dan pengawasan terhadap jenis, mutu, dan 

jumlah . ~estisida, wadah pembqngkus ~an warna pen~ndaan 

label serta publikasi pestisida; 

b. Pemeriksaan dan ' pengawasan terhadap bahan-bahan, alat~ 
·' ' 

alat yang digunakan atau dihasilkan dalam kegiatan 

pengelolaan pestisidft; 

c. Pemeriksaan dan pengawasan bahan-bahan yang mengandung 
I 

residu pestisida; 
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d. Pemeriksaan kesehatan tenaga pengelola pe~tisida; 

e. Pengawasan kegiatan pembuangan dan pemusnahan limbah 

pestisida; · 

f. Pengamanan penggunaan, pestisida; 
. ·-

g. Bimbingan pengelolaan pestisida melalui penyuluhan, 

pendidikan dan latihan; 

h. Pencatatan dan pelaporan tentang pembinaan pengelola­

an pestisida. 

· Pasal 12 · 

Gub~rnur Kepala Daerah T±rigkai I dan Kakanwil dalam 

melakukan pembinaan pengelolaan pestisida dapat mengikut­

sertakan lembaga swa~aya masyarakat yang bergerak dalam 
.. 

bidang pengelolaan pest~ sida. 

BAB YIII 

S A N K S I 

Pasal 13 , 

(1) Pelanggaran terhadap ketent~an-~~tentuan dalam pera-
• ·- ; .' 1 .:, • : ~ ·. • • . 

turan ini sehingga merugik~~ kesehatan masyarakat 

atau menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan 

dikenakan sanksi pidana s~suai de~gan Undang-undang 

Nomor 4 Tahun 1982 tentan~ Ketentuan~ketentuan Pokok 

Pengelolaan Lingkungan · Hidup dan Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana. 

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal-pasal 3, 4, 5, 

6, 7, ~' · g dalam Peraturan i~i dapat dikenakan sanksi 

hukum administ~atif yang pelaksanaannya dilakukan 

secara bertahap roelalui teguran lisan,tertulis sampai 

dengan pencabutan izin atau penutupan usaha. 
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BAB IX 
\ 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 14 

Semua pengelola pestisida yang telah melakukan kegiatan­

nya sebelum berlakunya ·Peraturan ini, wajib menyesuaikan 

diri dengan Peraturan ini dalam waktu selambat-lambatnya 

2 · (dua) tah~n. 

BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 15 

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam · 

Pe~aturan Menteri ini, ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 

- Pasal 16 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar se.tiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 

Berita Negara Republik Indonesia. 

,, Di tetapkan 

~ CJ-9,ieSQi&g al 

di J a k a r t a , 

30 Maret 1992 

INDONESIA, 

MPH t 
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Lampi ran'· I 
~. " PER~TURAN· MENTERI K~SEHATAN RI 

NOMOR 258/MENKES/PER/III/1992 

TANGGAL •. 30 MARET 19 9·2 

--------------------~------------

KRITERIA KLASIFIKASI PESTISIDA B~RDAS~RKAN BENTUK FISIK! 

JALAN MASUK KE DALAM TUBUH DAN DAYA RACUNNYA 

--------------------------------------+-----------------

KLASIFIKASI 

I.a. , SANGAT BERBAHAYA 
SEKA LI 

b. SANGAT BERBAHAYA 

LD50- untuk tikus (mg/kg) 

I 
I 
I 
I 
I 

~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
I 
I 

0 R A L 1 DERMAL : 
-------~--*----------*----------*-----------: 

PADAT . CAI~ : PADAT CAIR : 
---------- ----~~----'---------- ---------~-: 

5 20 10 40 

5 - 50 20 - 200 10 - 100 40 - 400 

II. BERBAHAYA 50 - 500 200-2000 ,lOQ - 1000 400-4000 

:rrt. CUKUP BERBAHAYA 500 2000 1000 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

4000 

I I I 
I I I I 

*---------------------*---------~~------~---*---~------*-----------$ 

\}' Di tetapkan di 

\ Pada tanggal 

J a k a r t a 

30 Maret 1992 

INDONESIA, 
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Lampiran II · 

' ·' 

PERATURAN MENTER! KESEHATAN R'I 
~ ' . . 

NOMOR :~258/MENKES/PER/IIl/1992 
' . ' . 

I TAN'GGAL : ' 30 . . MARET 1992 
, I . , , 

~~-------------------------------

• J 

WARNA DASAR TANDA PERINGATAN BAHAYA YANG DICANTUMKAN. PADA . 
I I I 

LABEL KEMASAN 'PESTI SIDA 
I : . 

--------~---------- ,----------] ~~~----------------------~ \ 

I.a. SANGAT BERBAHAYA SEKALI 

I.B. SANGAT BERBAHAYA 

II. BERBAHAYA 

· III. CUKUP BERBAHAYA 

' ' ' . I . 
I 
I 

' -----------• 

I 
I 

' ' I 
I 
I 

Coklat tua 

:•-----------

' I 
I 
I 

' I 
I . 

Merah tua 

•-----------........____ Kuning tua 

Biru muda 

. "J a k a r t a 

I 
I 

I. 

.: 30 MARET 1992 


